
a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 4 

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , 
Bupati memberikan pendelegasian wewenang perizinan 
dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah 
kabupaten kepada dinas penanaman modal dan 
pelayanan terpadu satu pintu; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan 
pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek 
proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, 
transaparan, pasti dan terjangkau dilaksanakan suatu 
pelayanan terpadu satu pintu; 

c. bahwa pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana 
dimaksud dalam huruf b dilakukan untuk menyatukan 
proses pengelolaan pelayanan Perizinan dan Non 
perizinan; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEGAL, 

Menimbang 

TENTANG 

PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON 

PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL 

co TAHUN 2020 NO MOR 

PERATURAN BUPATI TEGAL 

BUPATI TEGAL 

PROV1NSI JA WA TENG AH 



(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4389); 

PerU ndang-U ndangan Peraturan Pembentukan 

d. bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan 

Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tegal sudah 

tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan 

perundang undangan sehingga perlu diganti; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a,huruf b, huruf c dan huruf d 

perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang 

Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Te gal. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah {Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara 

Repu blik Indonesia Tah un 1999 N omor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4724); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5038); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Mengingat 



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5357); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah 

dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 

Nomor 6402); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal {Lembaran Negara 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Tahun 2012 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Undang - Unadang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2016 

Nomor 251); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3637); 



Nomor 6178); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 90); 

14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 221); 

15. Peraturan presiden nomor 91 tahun 201 7 ten tang 

Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); 

16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan 

Berusaha; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 

2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1906); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Retribusi Daerah (Lembar Daerah 

Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 5); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Peraturaran Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Daerah ( Lembar Daerah Kabupaten Tegal 

Tahun 2012 Nomor 3); 



pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. 

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 

negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, 

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik 

oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk 

melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

8. Fungsi Penanaman Modal adalah perencanaan penanaman modal, 

pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, 

pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, pengendalian 

pelaksanaan penanaman modal, serta data dan informasi penanaman 
modal. 

9. Penyelenggara PTSP adalah pejabat pemerintah kabupaten sesuai dengan 

kewenangan berdasarkan peraturan perUndang - Undangan. 

10. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan 

non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan 

urusan penyelenggaraan dalam Rakyat Daerah Perwaakilan 

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal. 

2. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Wali Kota. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Tegal. 

5. Perangakat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN 
WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON 
PERIZINAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN TEGAL 

Menetapakan 



sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu 

pintu dan satu tempat. 

11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah 

pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari 

tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan 

melalui satu pin tu. 

12. De1egasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat 

pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/ atau pejabat 

pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung 

gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi 

13. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari 

pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

14. Non perizinan adalah Segala Bentuk Kemudahan Pelayanan, Fasilitas 

Fiskal, dan Informasi Mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang -undangan. 

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal 
dan fYI'SP Daerah. 

16. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah 

pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang diberikan melalui PTSP 

secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el. 

I 7. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tu gas, hak, kewajiban dan 

pertanggungjawaban penzman dan non perizinan, termasuk 

penandatangannya atas nama pemberi wewenagan. 

18. Kewenangan adalah hak yang diberikan pemerintah daerah untuk 

melakukan atau tidak melakukan kepada Kepala Dinas penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuatu agar tercapai tujuan 
tertentu. 

19. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan 

dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan 

memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Non perizinan. 



b. membenkan landasan hukum bagi UPMPTSP dalam penyelenggaran 

pelayanan perizinan dan non perizinan. 

Tujuan pendelegasian wewenang perizinan dan non penzman kepada kepala 

dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah; 

a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan 

pertanggungjawaban termasuk penandatangannya, 

Pasal3 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah sebagai upaya; 

a. Terwujudnya tertib administarsi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

non perizinan. 

b. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan 

yang cepat,efektif, terintegrasi, efisien dan transparan. 

c. Terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan / 

atau masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non 

perizman. 

Pasal2 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

20. Satuan Tugas Percepatan Berusaha adalah satuan tugas yang dibentuk 

untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, 

penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka 

percepatan pelaksanaan perizinan berusaha termasuk bagi usaha mikro, 

kecil, dan menengah setelah mendapatkan persetujuan penanaman 

modal diwilayah Pemerintahan Kabupaten Tegal. 

21. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang 

melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. 



( 1) Proses pelayanan dan penandatangan perizinan dan non perizinan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksankan sesuai pedoman dan 

tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan yang berdasarkan 

Pasal6 

yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Jenis - jenis pelayanan penzman dan non penzman yang didelegasikan 

kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) tercantum dalam lampiran 

Pasal 5 

(3) Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan penzman 

dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu . 

(2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non penzman di Kabupaten 

Tegal dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perizinan dan 

non perizinan dibidang penananaman modal. 

(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal 

mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan non penzman 

berdasarkan urusan pemerintahan kepada perangkat daerah. 

Pasa14 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAN PELAY ANAN 

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 

BAB III 



( 1) DPMPTSP dalam menyelenggarakan proses pelayanan perizinan dan non 

penzman sebagaimana pasal 4 berkoordinasi dengan perangakat daerah 

terkait; 

BAB IV 

PELAKSANAAN KEWENANGAN 

Pasal9 

( 1) Dalam pelaksanaan proses pelayanan perizman dan non perizinan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat dibentuk Tim Teknis PTSP 

sesuai kebutuhan; 

(2) Tim Teknis .PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) beranggotakan 

tenaga teknis internal dinas lingkup PTSP dan/atau tenaga teknis 

eksternal dinas teknis; 

(3) Pembentukan keanggotaan Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud 

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasa18 

( 1) Pendelegasian Kewenagan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 4 meliputi : 

a. Penerimaan dan / atau penolakan berkas permohonan izin; 

b. Penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan; 

c. Penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan; 

d. Pencabutan dan pembantalan dokumen perizinan dan non perizinan; 

e. Penandatangan dokumen perizinan dan non perizinan. 

(2) Dokumen perizinan dan non perizinan yang telah ditandatangani 

diberikan kepada pemohon setelah pemohon membayar pajak dan / atau 

retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang 

berlaku. 

Pasal 7 

(2) Pedoman dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan untuk 

setiap jenis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) akan diatur dan 

ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Bupati. 



Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkanya 

Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin, 

peralihan perizinan dan non perizinan tersebut dan didaftarkan ke sistem 

perizinan online oleh pelaku usaha , serta untuk perubahan dan / atau 

perpanjangan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 11 

BAB VI 

PERATURAN PERALIHAN 

( 1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan administrasi 

pelayanan perizian dan non perizinan dilaksanakan oleh dinas penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan teknis 

pelayanan perizian dan non perizinan dilaksanakan oleh perangkat daerah 
teknis. 

Pasal 10 

BABV 

PEMBINAAN ,PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

(2) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan ,dinas 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bertanggungjawab 

secara administrasi, sedangkan tanggungjawab teknis selaku pemberi 

rekomendasi berada pada perangkat daerah terkait; 

(3) Kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam 

menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 4 wajib melaporkan penyelenggaran pelayanan 

perizinan dan non penzman kepada Bupati melaui satuan tugas 

percepatan berusaha; 

(4) Dengan tembusan kepada kepala satuan pamong praja dan kepala 

perangakat daerah terkait. 



WIDODO JOKO MULYONO 
SERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN uno NOMOR bd 

J 

Diundangakan di Slawi 
pada tanggal \~' ~e.V\l\\oe.r lQU> 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, 

/UMI AZIZAH 

Ditetapkan di Slawi 
pada tanggal Vl Se,p-te.M l:'.,ev- 2vio 

f!__UPATI TEGAL, ~ 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal. 

Pasal 13 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 12 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 
Tahun 201 7 ten tang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan 
dan Non Perizinan di Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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